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TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 

ABSTRAK: - Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah 

disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara; maka 

perlu menetapkan persetujuan DPRD dalam surat keputusan. 

 

- Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 



Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

- Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah dengan harus tetap 

memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran serta berpedoman pada 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 ATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021. 

- 3 hlm. 

 


